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PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB
z T -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam

perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir mobil, Alamat XXXXX,
Kabupaten Halmahera Utara. No. Telp dan Domisili

elektronik XXXXX, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, AlamatXXXX Kabupaten

Halmahera Utara, No.Telp: XXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1
Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung
Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ada tanggal 1 Juli 2024
dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.MORTB, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 23 Desember 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Halmahera
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Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:63/02/X11/2022,
tertanggal 14 Desember 2022; status Pemohon sebelum menikah adalah
Duda sedangkan status Termohon sebelum menikah adalah Janda;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama
di rumah Pemohon di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara sampai pisah;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun
dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan November 2023, rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan yang di
sebabkan;
4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama “Arul”;
4.2. Pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karunia anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Desember 2023, Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain di
Instagram akun milik Termohon dan terjadilah pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon yang membuat Termohon keluar dari rumah
dan tinggal bersama selingkuhannya;
6. Setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Alamat
XXXX, Kabupaten Halmahera Utara. Sedangkan, Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon di Alamat jin.XXX, Kabupaten Halmahera
Utara,
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan
Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon
berketapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Subsideir :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Hakim dalam setiap
persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

.  Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara,
tanggal 14 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterei dan
dinazzagelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan
oleh Hakim diberi tanda bukti P. dan paraf;

Il. Bukti Saksi.
1. SAKSI |, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 10 Maret 1993, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat
kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah janji
saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon dan Termohon,;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat
nikah saksi tidak hadir;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah Pemohon di Desa XXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Oktober 2023 sudah tidak
harmonis;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2017 sampai sekarang,

- Bahwa penyebanya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sering melihat Termohon dijemput laki-laki lain di

rumahnya ketika Pemohon tidak ada di rumah;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon tempat tinggal sejak November
2023 sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumahnya sedangka Termohon
tinggal di rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon,

tapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten
Halmahera Utara;, di bawah janjinya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat nikah
saksi tidak hadir;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah Pemohon di Desa XXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun dan harmonis, tapi sejak Oktober 2023 sudah tidak
harmonis, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
November 2023 sampai sekarang, Termohon pergi dari rumabh;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sedangkan
Termohon di rumah orangtuanya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon,tapi tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti
apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir
dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai
wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon
secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan
di tempat tinggal Termohon secara in person. Juga Termohon telah dipanggil
secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara
hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa, oleh karena pendaftaran perkara aquo
dilaksanakan secara e-court, maka persidangan dilaksanakan secara
elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan

Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara
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Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/1X/2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara
Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal
154 Rbg, Junto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undnag-undang Nomor 50
Tahun 2009, sedangkan upaya mediasi hal ini sesuai dengan maksud Pasal
7 ayat (1) Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan
permohonan cerai talak ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai talak adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon
selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama “Arul” dan Pernikahan
Pemohon dan Termohon belum di karunia anak;, sehingga telah terjadi pisah
tempat tinggal sejak akhir November 2023 sampai sekarang, dan selama
pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon telah
mengajukan bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang

diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870
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KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai
ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri
dari dua orang saksi (kedua saksi adalah tetangga Pemohon), kedua saksi
Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama
para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua
saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar
keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas)
tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua
belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah
mencapai batas minimal (minimal limit) pembuktian saksi, hal ini sesuai
dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2),
Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua
tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan
Termohon, kedua saksi sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
serta bersesuai dan cocok antara satu oleh karena itu keterangan ketiga
orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan
keterangan saksi Pemohon, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai beriku
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun
belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
harmonis, namun sejak Oktober 2023 Pemohon dan Termohon sudah
tidak harmonis;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8
(delapan) bulan sampai sekarang;

6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak saling peduli layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak rekan kerja sudah berusaha menasehati Pemohon,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan “pengertian cekcok
(bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat
didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus
dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya
pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;
Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon
tidak lagi serumah dengan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan
hingga perkara ini diajukan sebagai puncak dari ketidakrukunan diantara
keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam
rumah tangga serta menunjukan bahwa antara Pemohon dengan Termohon
benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Pemohon
menunjukan sikap tidak suka lagi terhadap Termohon serta tidak ada
kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, Pemohon telah
didamaikan oleh hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah
memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan

Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut,
maka hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu
permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta
dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan
memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan
hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk
mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat
al-Bagarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah berazam (berketetapan
hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Bagoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk

memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan
saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya
memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu
perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah
didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan
perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim
mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon
untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang

Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
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sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi
Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Muna
Kabir, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini,
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim dan didampingi oleh Windriyo Hatmojo, S.H., sebagai

Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Muna Kabir, S.HI., M.H.

Panitera Sidang,
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Windriyo Hatmojo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 100.000,00
Panggilan :Rp 100.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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